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Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa
implikasi yuridis Parate eksekusi terhadap obyek hak tanggungan dan untuk
mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bank PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang
Kediri dalam pelaksanaan Parate eksekusi dengan obyek hak tanggungan. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan
teknik pengumpulan data secara wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil
penelitian dengan metode diatas menunjukan Hambatan yang terjadi adalah
hambatan dari sisi debitur misalnya adanya perlawanan dari debitur atau pihak
ketiga dan pengosongan obyek hak tanggugan. Hambatan dari sisi kreditur yaitu
sulitnya mencari pembeli lelang atas tanah dan bangunan yang menjadi objek
lelang eksekusi tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat beberapa aset
yang gagal dilakukan eksekusinya dengan cara Parate eksekusi. Implikasi yuridis
dari pelaksanaan Parate eksekusi dengan obyek jaminan hak tanggungan adalah
mendapatkan rasa kepastian lunasnya hutang debitur dan pelunasan piutang
kreditur lebih cepat manakala debitor wanprestasi melalui cara memberikan hak
kepada kreditur menjual Obyek Hak Jaminan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum dan ketentuan mengenai Parate eksekusi.

Abstract

To analyze and study the juridical implications of separate execution on the object/
s of mortgage are the objectives to be achieved in this research and also to find out
what are the obstacles faced by the Bank PT. Central Bank Asia Tbk. Kediri Branch
in implementing para te execution with the object of the mortgage. The method used
in this research is empirical legal research with interview data collection techniques,
literature studies, and documentation. The results of the research with the method
above show the obstacles that might occur is an obstacle that came from the debtor’s
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side, for example, the existence of resistance from the debtor or third party and the
emptying of the object of the liability right. The obstacle from the creditor’s side is
the difficulty in finding auction buyers for the object of the execution auction. The
juridical implication of the execution parade with the object of collateral is to obtain
creditor assurance regarding the repayment of his debt from the debtor, in addition
to accelerating the repayment process of creditors when the debtor defaults by giv-
ing the creditor the right to sell the Collateral Right Object of his own power
through a public auction.

1. Pendahuluan
Peranan perbankan nasional sebagai salah

satu lembaga keuangan yang berfungsi dalam
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat,
sebagaimana hukum yang mengatur tentang
perbankan yaitu Undang-Undanng Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Sesuai dengan fungsi bank itu sendiri, bank
berfungsi sebagai financial intermediary, dengan
usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya
yang lazim dilakukan bank dalam lalu lintas
pembayaran (Usman, 2010).

Salah satu sumber utama bagi bank untuk
menyalurkan kredit atau pinjaman kepada masya-
rakat adalah dengan mengumpulkan dana masya-
rakat berupa tabungan, giro, deposito, dan lainnya
dalam jumlah yang sangat banyak dengan kurun
waktu yang lama. “Kredit adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya
setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga”, menurut UU No 10 Tahun 1998.

Pemberian pinjaman dari bank memang akan
selalu beresiko dengan ada kemungkinan pinjaman
atau kredit tersebut tak kembali sesuai dengan
tenggat waktu yang disepakati. Hal demikian di-

namakan kredit bermasalah atau non performing
loan (NPL). Banyak yang dapat menyebabkan hal
itu misalnya karena debitur tidak mampu dika-
renakan debitur tersebut mengalami kemunduran
usaha dan tidak berhasilnya usaha yang meng-
akibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur
atau memang debitur sengaja tidak mau membayar
karena karakter debitur tidak baik (Sutarno, 2015).

Untuk menjamin kesehatan bank yang meru-
pakan lembaga keuangan dan mempunyai peranan
penting dalam perekonomian Indonesia, salah
satunya dengan memberikan kepastian hukum
kepada bank untuk menyelesaiakan kredit ber-
masalahnya dengan memperkuat lembaga jaminan
untuk kredit dengan di undangkannya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah selanjutnya disebut
UUHT.

Hak Tanggungan, menurut ketentuan Pasal
1 butir (1) UUHT, adalah: “Hak Tanggungan, atas
tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan
tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan,
adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana yang dimaksud dalam
Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Per-
aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
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diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
krediturkreditur lain.”

Sesuai dengan sifatnya yang accessoir, pada
Hak Tanggungan, yang mana pembebanan Hak
Tangguangan dimulai dengan perjanjian yang me-
nimbulkan hubungan hukum utang-piutang, yang
di jamin pelunasannya, yang mana merupakan
suatu perjanjian pokoknya. Sebagaimana dise-
butkan dalam Pasal 10 Ayat (1) UUHT yaitu:
“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan
janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai
jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituang-
kan di dalam dan merupakan bagian tak terpisah-
kan dari perjanjian utang-piutang yang bersang-
kutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan
hutang tersebut.”

Prosedur membebankan Hak Tanggungan
dilakukan dengan dua tahap kegiatan yakni: tahap
pemberian Hak Tanggungan dan tahap pendaf-
taran Hak Tanggungan. Pada Pasal 10 ayat (2)
UUHT diebutkan pemberian Hak Tanggungan
dilaksanakan dengan pembuatan Akta Pemberian
Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang membuat akta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Usman, 1999).
Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh pem-
beri Hak Tanggungan kepada kreditur, Hak
Tanggungan yang bersangkutan belum lahir. Hak
Tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannya
dalam daftar umum di Kantor Pertanahan.

Menurut Pasal 14 UUHT, Sertifikat Hak
Tanggungan diterbitkan oleh Badan Pertanahan
Nasional yang berwenang di daerahnya sebagai
tanda bukti adanya Hak Tanggungan, hal itu
sebagai pemenuhan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam Sertifikat Hak
Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”, sehingga berkekuatan eksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekutan hukum tetap dan berlaku
sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepan-
jang mengenai hak atas tanah (Usman, 1999).

PT. Bank Central Asia Tbk Cabang Kediri
memberikan kreditnya kepada Nasabah dalam
bentuk jaminan kredit adalah Hak Tanggungan
atas tanah. Badan usaha ini memberikan pinjaman
baik digunakan bagi keperluan kosumtif maupun
produktif agar masyarakat memperoleh kemajuan
di bidang ekonomi. Namun pada saat berjalannya
waktu dan pihak debitur di wajibkan mengangsur
uang kredit sebagaimana yang telah di janjikan,
akan tetapi debitur wanprestasi, debitur tidak
sanggup membayar karna faktor- faktor tertentu.

Akibatnya pihak kreditur sebagai pemegang
Hak Tanggungan berhak untuk menjual tanah yang
telah di bebani Hak Tanggungan itu melalui pele-
langan umum. Lelang di Indonesia sampai seka-
rang masih menggunakan Vendu Reglement
Nomor Tahun 1908 Nomor 189, dan kemudian
langsung di atur dengan menggunakan Peraturan
Menteri Keuangan seperti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang (Liju, 2021).

Kemudahan yang di sediakan oleh UUHT
bagi para kreditur pemegang Hak Tanggungan
manakala debitur cedera janji, berdasarkan Pasal
20 ayat (1) huruf a dan b UUHT eksekusi atas
benda jaminan Hak Tanggungan dapat di tempuh
melalui 3 (tiga) cara yaitu: “1). Parate eksekusi; 2).
Title executorial; dan 3). Penjualan di bawah tangan
Ketiga eksekusi Hak Tanggungan tersebut di atas
masing-masing memiliki perbedaan dalam pro-
sedur eksekusinya.”

Pelaksanaan eksekusi yang mengunakan tilte
eksekutorial berdasarkan Sertifikat Hak Tang-
gungan, penjualannya benda jaminan tundk dan
mematuhi hukum acara perdata seperti yang di-
muat dalam Pasal 224 H.I.R/258 RBg. Yang
pelaksanaanya memerlukan waktu yang tidak
sebentar. Sedangkan eksekusi di bawah tangan
harus memenuhi syarat-syarat antara lain aadanya
kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan
(debitur) dengan pemegang Hak Tanggungan
(kreditur) (Poesoko, 2013).
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Dalam kasus yang timbul di PT. Bank Cen-
tral Asia Tbk. Cabang Kediri, pihak kreditur mela-
kukan eksekusi atas benda jaminan Hak Tang-
gungan dengan cara Parate eksekusi. Parate ekse-
kusi berasal dari kata paraat yang berarti barang
itu siap siaga di tangan kreditur untuk menjual ben-
da jaminan di muka umum atas dasar kekuasaan
sendiri, seolah menjual miliknya sendiri (Poesoko,
2013). Tartib berpendapat bahwa Parate eksekusi
adalah eksekusi yang dilaksanakan sendiri oleh
pemegang hak jaminan (gadai atau hipotik) tanpa
melalui bantuan atau campurtangan Pengadilan
Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan
kantor lelang saja (Poesoko, 2013). Sebagaimana
di jelaskan dalam penjelasan umum Angka 9 UUHT
salah satu ciri Hak Tanggungan yang kuat adalah
mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

Nasabah PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang
Kediri mengalami penunggakan pembayaran
kredit atas obyek Hak Tanggungan lebih dari tiga
bulan dan pihak PT. Bank Central Asia Tbk.
Cabang Kediri sudah memberikan Surat Perigatan
Pertama (SP I) hingga Surat Peringatan Ketiga (SP
III). Hingga akhirnya pihak kreditur melimpahkan
masalah kredit macet tersebut kepada pihak
KPKNL. Selanjutnya debitur mendapat surat
pemberitahuan bahwa obyek Hak Tanggungannya
akan dilelang eksekusi secara Parate eksekusi dan
mengetahui jadwal pelaksanaan lelang dalam
pengumuman obyek Hak Tanggungan. Bedasar-
kan latar belakang diatas dapat dirumuskan bebe-
rapa masalah yaitu Apa sajakah hambatan dalam
pelaksanaan Parate eksekusi terhadap obyek hak
tanggungan pada PT. Bank Central Asia Tbk.
Cabang Kediri dan Apa implikasi yuridis Parate
eksekusi terhadap obyek hak tanggungan pada PT.
Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri?

2. Metode
Metode pendekatan yang dipilih penulis

untuk digunakan adalah yuridis empiris. Pen-
dekatan Yuridis empiris mempunyai pemahaman

bahwa suatu pendekatan yang dilakukan untuk
menganalisis sejauh manakah suatu hukum yang
sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pende-
katan tersebut digunakan untuk menganalisis
secara kualitatif, tentang Implikasi Yuridis Parate
eksekusi Obyek Hak Tanggungan (Studi Pada PT.
Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri). Penelitian
ini menggunakan teknik penarikan sampel berupa
Teknik Purposive (non random sampling). Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah secara
wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

3.  Pembahasan
3.1. Hambatan dalam pelaksanaan parate

eksekusi terhadap obyek hak tanggungan
pada PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang
Kediri.
Pasal 1178 KUHPerdata mengatur keten-

tuann tentang Parate eksekusi telah diadopsi dalam
Pasal 6 UUHT yang menyebutkan, apabila debitor
menciderai janji, obyek hak tanggungan dapat di-
jual oleh kreditor atas kekuasaan sendiri dengan
melalui pelelangan umum sesuai tata cara yang di-
tentukan dalam peraturan perundang-undangan
untuk pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut. Dengan mengharapkan mendapatkan
harga yang paling tinggi, cara pelelangan umum
ini digunakan. Dari hasil penjualan obyek hak tang-
gungan tersebut kreditor hanya boleh mengambil
setbanyak-banyaknya senilai pelunasan piutang-
nya saja, sisanya menjadi hak pemberi hak tang-
gungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)
UUHT telah ditetapkan bahwa: Pelaksanaan Parate
eksekusi dapat dilakukan dengan cara: a. Dengan
mendasarkan pada ketentuan Pasal 6 UUHT yang
memberi hak kepada kreditor selalu pemegang
Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek
Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui
pelelangan umum. b. Dengan mendasarkan pada
ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang mengatur tentang
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penjualan obyek hak tanggungan melalui penjualan
dibawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi
dan pemegang hak tanggungan c. Dengan men-
dasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (2) yang
mengatur tentang penjualan obyek hak tang-
gungan dengan menggunakan titel eksekutorial
dari sertifikat Hak Tanggungan.

Pencantuman irah-irah pada sertifikat hak
tanggungan sebagaimana yang disebutkan dalam
Pasal 14 ayat (2) UUHT memberikan maksud untuk
penegasan nyata keberadaan kekuatan ekse-
kutorial, sehingga bilamana debitor wanprestasi,
maka pengeksekusian obyek hak tanggungan siap
siap dilakukan seperti halnya suatu putusan peng-
adilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap melalui tata cara dan dengan menggunakan
lembaga Parate eksekusi sessuai dengan Hukum
Acara Perdata. Adapun menurut penjelasan umum
9 dan penjelasan Pasal 26 UUHT adalah ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 HIR,
dimana untuk pelaksanaan Parate eksekusi melalui
penetapan dari Ketua Pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
Nanang Cipto Pramono hambatan-hambatan yang
terjadi dalam pelakasanaan Parate eksekusi adalah:
Parate eksekusi obyek Hak Tanggungan seringkali
muncul permasalahan diantaranya adalah debitur
yang tidak menerima keputusan kreditur yang
akan melakukan eksekusi. Sering terrjadi juga
ketika debiturr mengetahui bahwa bank akan
melakukan upaya eksekusi atas tanah dan atau
bangunan yang menjadi jaminan kredit, meskipun
pada awalnya debitur memiliki itikad tidak baik
membuat perlawanan dengan mengajukan gugatan
ke pengadilan negeri, hal ini diharapkan oleh
debitur agar dapat menundaa atau menghentikan
tahapan eksekusi hak tanggungan, atau setidaknya
mengulur waktu pelaksanaan eksekusi tersebut.

Debitur mempunyai pemahaman jumlah
hutang tidak jelas/tidak pasti sehingga berusaha
mengajukan materi gugatan, atau mempemasalah-
kan pengikatan jaminan atau perjanjian pembiaya-

an, hingga materi mengenai harta bersama atau
harta warisan. Pihak KPKNL sering menghadapi
hal seperti itu sehingga biasanya akan melakukan
penundaan atau bahkan menolak pemohonan
lelang eksekusi yang diajukan oleh bank apabila
terdapat gugatan dari debitur atau pihak ketiga
yang masih belum diselesaikan sehubungan
dengan tanah dan atau bangunan yang akan
menjadi objek lelang eksekusi hak tanggungan.

Gugatan dari pihak ketiga itu adalah akibat
dari objek itu bukan merupakan milik debitur,
namun merupakan milik pihak ketiga. Kuasa pema-
sangan jaminan teah diberikan oleh piihak ketiga.
Dalam pelaksanaan lelang, pihak ketiga ini meng-
halangi terjadinya pelelangan benda jaminan de-
ngan alasan yang bersangkutan tidak pernah mem-
berikan kuasa kepada debitur untuk melakukan
penjaminan tanah, kalau terjadi pemberian kuasa
maka pemberian kuasa itu dilakukan dengan cara
dibawah tangan.

Masalah yang paling sering terjadi dalam
contoh nyata adalah pembeli lelang berdasarkan
Parate eksekusi selalu kesulitan ketika hendak
menguasai tanah dan bangunan yang dibelinya
melalui lelang, karena debitor (terlelang) tidak
mau meninggalkan rumah dan tanahnya tersebut.
Sehingga diperlukan tindakan hukum lain yaitu
upaya paksa pengosongan dan untuk itu diper-
lukan bantuan pengadilan negeri melalui eksekusi
pengosongan rumah. Hambatan yang terjadi dari
sisi kreditur, yaitu sulitnya mencari pembeli lelang
atas tanah dan bangunan yang menjadi objek lelang
eksekusi tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya
terdapat beberapa aset yang gagal dilakukan ekse-
kusinya dengan cara Parate eksekusi. Tidak semua
masyarakat mengerti dan mengetahui mekanisme
pelaksaaan lelang eksekusi hak tanggungan.

Adanya kekhawatiran masyarakat terhadap
kemungkinan terjadi permasalahan kepemilikan
atas tanah dan atau bangunan yang dibeli melalui
lelang tersebut, misalnya adanya gugatan dari de-
bitur atau pemilik tanah yang lama yang berke-
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beratan atau tidak dapat menerima dilakukannnya
lelang eksekusi atas tanah dan bangunan yang
dimilikinya. Kekhawatiran masyarakat juga timbul
saat obyek tanah dan bangunan yang dilelang
tersebut secara fisik masih berada dalam
penguasaan debitur atau pihak ketiga lainnya,
sehingga mengakibatkan permasalahan pada saat
proses pengosongan obyek lelang tersebut.

Sebagaimanaa penjelasan di atas, meskipun
pembeli lelang dapat mengajukan pengosongan
obyek lelang berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat
(11) HIR, namun pihak pengadilan negeri
umumnya tidak dapat menerima permohonan
pengosongan obyek lelang jika pelaksanaan lelang-
nya tidak melalui fiat pengadilan negeri. Dari pen-
jelasan di atas dapat dilihat bahwa sulitnya mencari
pembeli lelang atas tanah dan bangunan yang men-
jadi obyek lelang eksekusi adalah sangat di-
pengaruhi oleh hal pengosongan obyek hak tang-
gungan.

Secara teoretis UUHT telah memberikan hak
Parate eksekusi kepada pemegang hak tanggungan
(kreditur) untuk mendapatkan pelunasan atas
piutangnya dalam hal debitur cidera janji/wan-
prestasi, hal ini juga dirasakan oleh PT. Bank Cen-
tral Asia Tbk. Cabang Kediri bahwa Parate ekse-
kusi sangat membantu dalam penyelesaian pelu-
nasan piutangnya dalam hal debitur cidera janji/
wanprestasi.

Bila di kaji dengan teori evektifitas hukum,
sistem hukum dibagi dalam tiga (3) komponen
yaitu (Friedman, 1975): 1. Substansi hukum ruang
lingkupnya yaitu seluruh aturan baik yang tertulis
sekaligus yang tidak tertulis, baik yang hukum
material dan hukum formal. 2. Struktur hukum,
yang cakupannya meliputi Pranata hukum, Apa-
ratur hukum dan sistem penegakkan hukum.
Struktur hukum yang berkaitan dengan sistem per-
adilan yang dilakoni oleh aparat penegak hukum,
dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan
hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim
dan advokat. 3. Budaya hukum (legal culture),

menekankan dari sisi budaya pada umumnya,
kebiasaan-kebiasaan, opini, tindakan dan berpikir,
yang melakukan pengarahan kekuatan sosial
dalam masyarakat.

Hambatan yang dialami oleh P T. Bank Cen-
tral Asia Tbk. Cabang Kediri, antara lain: Ham-
batan dari Substansi: Dalam hal ini yang
merupakan substansi adalah aturan hukum. Ham-
batan dari sisi aturan hukum yang dialami oleh
PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri yaitu
dalam UUHT tidak menampilkan adanya
penegasan keharusan fiat eksekusi dalam
melaksanakan Parate eksekusi hak tanggungan,
sebagaimanna yang telah ditentukan dalam Pasal
6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT yang memberikan hak
Parate eksekusi kepada kreditur untuk mendapat-
kan pelunasan atas piutangnya dalam hal bila
debitur cidera janji/wanprestasi.

Sebagai akibat dari hambatan ini PT. Bank
Central Asia Tbk. Cabang Kediri digugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum oleh de-
bitor. Hal ini seperti yang dialami oleh PT. Bank
Central Asia Tbk. Cabang Kediri dalam Perkara
No. 87/Pdt.G/2015/PN.Kdr, PT. Bank Central
Asia Tbk. Cabang Kediri digugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum oleh debitur (Bagus
Astanu), dikarenakan tindakan PT. Bank Central
Asia Tbk. Cabang Kediri bersama KPKNL kediri
yang akan melaksanakan lelang objek hak tang-
gungan, tanpa didahului dengan putusan peng-
adilan yang menyatakan debitur telah lalai dalam
memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 jo
Penjelasan Umum Angka 9 UUHT “Pelaksanaan
eksekusi hak tanggungan harus didasarkan pada
peraturan mengenai eksekusi hypotheek, yaitu ber-
dasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg, dimana
penjualan lelang barang agunan harus melalui fiat
eksekusi ketua pengadilan negeri”.

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Adi
Saputra, beliau mengatakan bahwa seharusnya de-
bitur mengetahui konsekwensinya apabila debitur
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wanprestasi, maka bank sebagai pemegang hak
tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual objek hak tanggungan yang dijadikan
jaminan dalam perjanjian kredit antara debitur
dengan bank, hak Parate eksekusi tersebut meru-
pakan hak yang telah diberikan oleh undang-
undang yakni dalam Pasal 6 UUHT, sehingga
dalam hal debitur cidera janji/wanprestasi, maka
PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri dapat
mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL,
tanpa harus memperoleh persetujuan dari debitur
terlebih dahulu dan tanpa harus melalui peng-
adilan. Oleh karena tidak adanya ketegasan dalam
UUHT yang mengharuskan adanya fiat ekseksusi
di dalam pelaksanaan eksekusi lelang, PT. Bank
Central Asia Tbk. Cabang Kediri digugat oleh
debitur, sehingga PT. Bank Central Asia Tbk.
Cabang Kediri tidak dapat dengan mudah mem-
peroleh pelunasan atas piutangnya dalam hal
debitur cidera janji/wanprestasi.

Struktur sebagai bagian dari sistem hukum
meliputi institusi-institusi yang diciptakan oleh
sistem hukum mencakup judikatif (pengadilan),
legislatif dan eksekutif (Friedman, 1975). Faktor-
faktor pendukung penegakan hukum terdiri dari
faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum, misal-
nya aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasi-
litas dan faktor prasarana yang mendukung
penegakan hukum, misalnya gedung pengadilan
dan lain-lain (Kompasiana.com, 2019).

Dalam Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa
“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tang-
gungan pertama mempunyai hak untuk menjual
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil
penjualan tesebut”, maka dalam hal ini pejabat yang
berwenang dalam pelaksanaan lelang eksekusi
adalah pejabat kantor lelang negara, oleh sebab
itu dalam hal debitur cidera janji/wanprestasi, PT.
Bank Central Asia Tbk. Cabang Kediri.

Hambatan yang lazim terjadi dalam praktek
pelaksanaan Parate eksekusi hak tanggungan yang

dialami oleh PT. Bank Central Asia Tbk. Cabang
Kediri adalah rencanaa dilaksankannya lelang di-
batalkan oleh pejabat lelang pada KPKNL dengan
alasan terdapat gugatan dari pihak ketiga atas
rencana pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan
Pasal 6 UUHT tersebut.

Fakta eksekusi tidak selalu semulus harapan
pihak yang bersangkutan. Hambatan dari budaya
hukum ini juga yang dialami oleh PT. Bank Cen-
tral Asia Tbk. Cabang Kediri yaitu debitur cende-
rung enggan untuk melakukan pengosongan
obyekk, sehingga karena debitur (terlelang) tidak
mau meninggalkan rumah dan/atau tanahnya yang
menjadi objek lelang, maka memerlukan bantuan
pengadilan negeri melalui eksekusi pengosongan
rumah.

Kecenderungan debitur yang tidak mau
mengosongkan objek lelang yang telah dieksekusi
tersebut sering terjadi dalam praktek pelaksanaan-
nya, hal ini mempengaruhi minat masyarakat
dalam mengikuti penjualan lelang yang diseleng-
garakan oleh pihak bank, sehingga pihak bank
mengalami kesulitan dalam mencari pembeli lelang
atas tanah dan bangunan yang menjadi objek lelang
eksekusi. Penjelasan di atas dapat diambil garis
besar walaupun Parate eksekusi hak tanggungan
telah disediakan lembaganya seperti diatur dalam
Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT yang diharapkan
sebagai penyelesaian bagi kreditur untuk men-
dapatkan pelunasan piutangnya apabila debitur
cidera janji/wanprestasi, namun dalam praktek pe-
laksanaannya masih banyak hambatan-hambatan
yang dialami oleh PT. Bank Central Asia Tbk.
Cabang Kediri dalam memperoleh pelunasan atas
piutangnya.

3.2. Implikasi yuridis parate eksekusi terhadap
obyek hak tanggungan pada PT. Bank
Central Asia Tbk. Cabang Kediri
Eksekusi dapat dijabarkan sebagai bentuk

upaya paksa oleh kreditor apabilla ternyata debitor
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cedera janji atau wanprestasi. Eksekusi diatur
dalam H.I.R. atau Hukum Acara Perdata, dimana
menurut pasal 195 diterangkan pengertian tentang
eksekusi adalah: “menjalankan putusan hakim oleh
pengadilan”. Yang sesuai dengan istilah kaum
awam “putusan hakim” haruslah eksekusi memiliki
“titel” yang didalamnya mengandung hak sese-
orang yang harus dilaksanakan (Poesoko, 2007) itu-
lah yang dilaksanakan sehingga disebut eksekusi.

Pengertian bahwa eksekusi berati melak-
sanakan putusan hakim oleh pengadilan ditim-
bulkan dari frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-
tuhanan Yang Maha Esa”. Titel eksekusi demikian
biasanya ada dalam grosse acte. Fiat dari peng-
adilan tetap diperlukan dalam pelaksanaannyaaan
meskipun grosse acte memiliki titel eksekutorial.
Namun eksekusi melalui titel eksekutorial (putusan
pengadilan dan grosse acte) bukanlah satu-satunya
jalan, penjualan dibawah tangan dan Parate ekse-
kusi juga merupakan opsi lainnya. Dalam bidang
Hukum Jaminan, eksekusi Obyek Jaminan adalah
pelaksanaan hak kreditor pemegang Hak Jaminan
terhadap Obyek Jaminan, apabila debitor cedera
janji (Poesoko, 2007). Eksekusi terhadap Obyek
Jaminan ini diatur dalam B.W. pasal 224 H.I.R.
Akan tetapi pengaturan mengenai eksekusi Obyek
Jaminan ini tidak hanya diatur dalam H.I.R.
melainkan juga diatur secara khusus, dimana kre-
ditor diberi hak secara khusus berupa hak menjual
atas kekuasaan sendiri apabila debitor cidera janji.

Parate eksekusi diperuntukkan bagi perjan-
jian hutang-piutang yang memilikii suatu jaminan
yang membuat kedudukan kreditor menjadi kre-
ditor preverent dimana haknya lebih diutamakan
dibandingg dengan kreditor tanpa diikuti Jaminan
Kebendaan. Pada lembaga gadai parate excutie
diatur dalam pasal 1155 B.W. yang menyatakan
sebagai berikut: “Apabila oleh para pihak tidak
telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah
berhak, kalau si berhutang atau si pemberi gadai
bercidera janji, setelah tenggang waktu yang di-
tentukan lampau, atau jika telah tidak ditentukan

suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu
peringatan untuk membayar, menyuruh menjual
barangnya gadai di muka umum menurut
kebiasaankebiasaan setempat serta syarat-syarat
yang lazim berlaku dengan maksud untuk meng-
ambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga
dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Pasal 1155 B.W. bahwa dimungkinkankan
adanya penyimpangan ketentuan tersebut selama
para pihak menentukan lain atau memperjanjikan
lain. Penyimpangan itu dapat terjadi jika para pihak
menghendaki, karena ketentuan tersebut bersifat
mengatur (anvullend). Namun hak tersebut lahir
demi hukum apabila para pihak tidak memper-
janjikan lain (Satrio, 1986) jadi tidak perlu diperjan-
jikan sebelumnya karena hak tersebut diberikan
oleh Unndang-Undang.

Pasal undan-undang itu memaparkan
mengenai klausula menjual obyek hak tanggungan
di muka umum. Titel eksekutorial tidak selalu
harus disertakan, sehingga pemegang gadai dapat
langsung melakukan penjualan walaupun tanpa
melalui penetapan pengadilan ataupun tanpa
melalui juru sita. Oleh karena itu pemegang gadai
disini menjual atas kekuasaan sendiri, inilah yang
disebut Parate eksekusi, maka seakan-akan hak
eksekusi selalu siap ditangan pemegang gadai
(Satrio, 1986).

Dalam redaksional pada pasal 1178 ayat (2)
B.W. berbeda dengan redaksional pasal 6 UUHT,
dimana dalam pasal 6 UUHT menyatakan bahwa:
“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak
tanggungan pertama mempunyai hak untuk men-
jual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
melalui pelelangan umum serta mengambil pelu-
nasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”.

Pasal 6 UUHT juga secara gamblang tidak
disebutkan adanya hak melakukan Parate eksekusi
yang diberikan oleh UUHT kepada debitor, tapi
pasal tersebut ada klausula yang menyebutkan
“menjual atas kekuasaan sendiri” dan ini adalah
Parate eksekusi. Dalam pasal 1178 ayat (2) hak
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untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau Parate
eksekusi lahir karena diperjanjikan, namun tidak
sama dengan yang dinyatakan dalam pasal 6
UUHT bahwa hak untuk menjual atas kekuasaan
sendiri bukan lahir karena diperjanjikan namun
diberikan ex lage, sehingga masalah-masalah
Parate eksekusi karena sifat-sifat/ciriciri kuasa
tidak akan muncul kembali dalam UUHT (Satrio,
1986).

Pasal-pasal tersebut menjabarkan adanya
perbedaan yang sangat mendasaar mengenai pe-
laksaaann Parate eksekusi dalam lembaga jaminan
gadai dan lembaga jaminan hak tanggungan
dengan lembaga jaminan hipotik. Lembaga jamin-
an gadai maupun lembaga jaminan hak tanggungan
terbit bukan lagi harus di perjanjikan sebelumnya,
tetapi karena Undang-Undang. Demikian juga kre-
ditor berhak melaksanakan Parate eksekusi
meskipun hal tersebut tidak diperjanjikan para
pihak dalam klausula perjanjian pokok maupun
perjanjian ikutan. Sedangkan Parate eksekusi
Lembaga Hipotik klausula “menjual atas kekuasaan
sendiri” atau Parate eksekusi wajib diperjanjikan
terlebih dahulu. Sifat Hak Kebendaan akan melekat
jika mencantumkan janji tersebut dalam akte
notaris dan lebih dahulu melakukan pendaftaran
(Sofwan, 2011).

Dari banyaknya rupa pengaturan mengenai
Parate eksekusi, tujuan utama yang ingin diraih
adalah agar kreditor memperoleh kepastian
mengenai pelunasan hutangnya dari debitor, tidak
hanya hal itu tetapi juga untuk cepatnya prosesn
pelunasan piutang kreditor manakala debitor
wanpresstasi dengan cara memberikan hak kepada
kreditor untuk menjual Obyek Hak Jaminan atas
kekuasaannya sendiri dengan bantuan pelelangan
umum, yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang
Negara yang dikenal dengan nama KP2LN
(Poesoko, 2007).

Parate eksekusi pada dasarnya memang
memberikan banyak keuntungan bagi kreditor
pemegang hak jaminan, namun bukan serta merta

tanpa syarat dalam pelaksanaannyya. Ada
ketentuan mendasar yang harus terpenuhi sebelum
kreditor pemegang Hak Jaminan melakukan
eksekusi menggunakan Parate eksekusi, yakni
harus ada wanprestasi dari debitor. Hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri atau Parate ekse-
kusi baru muncul apabila debitor telah wanprestasi
atau debitoor sudah melakukan ceedera janji
terhadap pelunasan hutangnya kepada kreditor.

4. Simpulan
Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan

Parate eksekusi hak tanggungan pada PT. Bank
Central Asia Tbk. Cabang Kediri adalah hambatan
yang terjadi dari sisi debitur misalnya adanya
gugatan/perlawanan dari debitur, adanya gugatan
dari pihak ketiga dan pengosongan obyek hak
tanggugan. Hambatan dari sisi kreditur yaitu
susahnya mencarii pembeli lelang atas tanah dan
bangunan yang menjadi objekk lelang eksekusi ter-
sebut, sehingga pengaplikasiannya terdapat bebe-
rapa aset yang tidak berhasil dilakukan ekse-
kusinya dengan cara Parate eksekusi. Mayoritas
masyarakat merasa asing dengan mekanisme
pelaksaaan lelang eksekusi hak tanggungan.
Adanya rasa khawatir dan was-was terhadap
bahwa mungkin saja terjadi permasalahan kepe-
milikan atas tanah dan atau bangunan yang dibeli
melalui lelang, kekhawatiran masyarakatt juga
nampak saat debitur atau pihak ketiga laiinya
masih menguasai obyek tanah dan bangunan yang
dilelang tersebut secara fisik, sehingga meng-
akibatkan permasalahan pada saat proses pengo-
songan obyek lelang tersebut.

Implikasi yuridis dari pelaksanaan Parate
eksekusi dengan obyek jaminan hak tanggungan
adalah kreditur mendapatkan jaminan rasa kepas-
tian mengenai pelunasan hutangnya, juga guna
mengakselerasi proses pelunasan piutang dalam
keadaan debitor wanprestasi. Wujud nyata pelak-
sanaannya adalah dengan cara memberikan hak
kepada kreditor untuk menjual Obyek Hak Jamin-
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an atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum. Dengan kata lain, kreditor dipermudah da-
lam pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan
apabila debitor cideera janji dengan ketentuan
mengenai Parate eksekusi tersebut. Hal ini di-
anggap lebih mudah karena dapat langsung dijual
melalui pelelangan umum dan tidak perlu me-
nunggu fiat dari Ketua Pengadilan Negeri didaerah
Obyek Hak Tanggungan berada.
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